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KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR:aar.a /BB|SETIPr.oa.oo I t< t 12020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAI\,A BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020-2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam
penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik dan untuk memperoleh
ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja
pada Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, maka dipandang perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama
Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020-2024:

b. bahwa penetapan lndikator Kinerja Utama Badan pengawas pemilihan
Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 tersebut
perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan pengawas pemilihan
Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang
Penetapan lndikator Kinerja Utama Badan pengawas pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Betitung Tahun 2020-2024;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5588) sebagaimana telah
diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 61Og);
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KESATU

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja lnstiansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor 80);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretiariat Badan pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan pengawas pemilihan
Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2018 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PERI/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum penetapan
lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20IM.PAN/1 1/2008 tentang pedoman penyusunan lndikator
Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja lnstansi Pemerintah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 20.19
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas pemilihan Umum provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O
tentang Rencana Strategis Badan pengawas pemilihan Umum Tahun
2020 - 2024 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 942);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGI(A BELITUNG TAHUN 2O2O-2O24

Menetapkan lndikator Kinerja Utama Badan pengawas pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2O2O-2O24
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetrapkannya keputusan ini dibebankan
pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DlpA) Badan pengawas pemilihan
Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA

Menetapkan



KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Padatanggal r cf kr,ra 2020

KETUA PEMILIHAN UMUM
BANGKA BELITUNG,

ltP

PROVI
(

::'

{:

Tembusan disampaikan kepada Yth.;
1. Kelua Badan Penga\ ras Psmilihan Umum Republik lndonesia di Jakarta;

? Kepala Kantor Wlayah Drektoral Jendoral Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di pangkalpinang;
3. Kepala Kantor Paleyanan Psrbsndaharaan Negara pangkalpinang di pangkalpinang.-
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